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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMO;SII}

NOMOR: 12 TAHUN 2000 .

!

TENTANG
PERATURANDESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATITOBA SAMOSIR

Menimbang :a. bahwa dengan felah ¢  likeluarkannya '(_Jmiangd&ng- Nomor 22 Tahun
1999  teniang Pem  erintahan  Daerah, uli! ' menyelenggarakan
Pemerintahan Desa ¥ epala Desa diberi kewapgan untuk mengatur
rumah tangganya sendi  ri dengan membuat PeratwDesa;

b. bahwa sesuai ketentuan dari pasal 111 Undaug-undang Nomor 22 Tahun
1999 dan pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa dipandang perlu
uituk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir testaug
Peraturan Desa

Mengingat 1, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat [T Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat I
Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahap
Lembaran Negara Nomor 3794); -

‘ I
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang Pemerintahan Dakrah
{Lembairan Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tumbuahan Lembaran Negara
Nomor 3839),

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Feuangan
Antara Pemerintah  Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848),

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahum 1999 tentang [’Ieknis Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Renc'arlu Undang-undang,
Rancangan Perafuran Pemerintah dan Rancangan Kept,lusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 4 Ta}mn 1999 tentang
Pencabulan beberapa Peraturan Menteri Dalam [Neger, Keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteit Dalzu‘}l Negeri mengenai
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 téntang Pemerintahan
Desa; ; !

j .
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penyesuaian  Peristilahan Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan; I
. ' I
X ,
7. Feputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 64l'l‘s'1hun‘ 1999 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; |
o - I
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8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang
Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan. -

Dengan persetujuan |
{

DEWAN PERWAKILAN RATZYAT DACRAH KABUPATEN 'I‘(.');B.A'. SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOS [R TENTANG

PERATURAN DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasa) 1

§ * Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1%

Daerah adalah Daeral Kabupaten Toba Samosir;
Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
Camal adalah Kepala Kecamatan <li Kabupaten Toba Saunosir,

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan uqtuk mengaatur dan
mengurus kepentingan masyaskal selempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kab upaten :

Peraturan Desa adalah semuz peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh K‘epalet Desa melalui

musyawarah dan mufakat dar mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desd
I

Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan peka{;dud dari Perefuran
Desa dan kebl_]akswndan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di
Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-
undangan yang ber}aku.

Badan Perwakilan Desz yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan /
Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas pemuka-pemuka masyar akat yang ada d{
Desa yang bersangkutan. L .

/- i
Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-psmuka masyarakat yang (llplllll dari kalan,gan
adat-istiadat dan golongan’ dari profesi, agama, budayawan, bGl]ll]lcUl{dd}l pb.](ll(lll\a.n yang .

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyavakat Desa setempat. Lo
BARTI
BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

{ (1) Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lnnpnan Peraturan Dduah

ini.



(2) Muatan materi peraturan Desa dengan peruimugan yang jelas singkat dan tidak bertentangan
dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya,

BAB Iif
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA
Pasul 3
(1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atuu BPD.

: : [ o
(2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan d"m BPD.
|

Pasal 4 f

(1) Dalam menetapkan Peraturan Desa BPD mengadakan rapat yang dlhdihll oleh sekurang-
kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD. !

!

% (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlab sebagaimana dnmakaud .ialam

ayat (2) rapat Badan Perwakilan Desa tidak syah. : |
| |
(3) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka BPD moenetukan wal\tu mengadakan rapat
berikutnya selambat-iambatnya tiga hari qetelahrupm sebelumnya. | ' _

|
Pasal S :

T

1

|

! c

4 (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), disampaikan kepada
"; para anggota BPD selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat :;jam sebelum BPD
| menyelenggarakan rapat untuk membahas dan menetapkan Peraturan’ Desa sebagaimana
dimaksud pada pasal 4 ayat (2). '

(2) Agar dapat mengetahui dan menjulankan  aspirasi dan keinginan iasyarakal maka
penyusunan Peraturan Desa mengenai anggaran penerimaan dan pengelunaran keuangan Desa,
Pemerintah Desa mengadakan rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial
budaya setempat,

(3) Rapat Desa sebagaimana pada ayat (2) dihadiri cleh pejabat lam vang dihunjuk,
diberitahukan kepada Camat dengan laporan kepada Bupati. -

Pagal 6 '
" | }
Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan * Desa, didalam
penyusunannya Kepala Desa disamping tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa juga dibantu oleh
Lembaga Kemasyarakatan Desa bidang Pembangunan dan mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 7

(1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawaralymufakat dan haros mencerminkan keinginan
masyarakat Desa sesuai dengan adat istiadat dan kondisi sosial l)uddya gerta tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlalku.

(2) Dalam penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimakaud dalum dyat (1) sejault mungkm
dihindari adanya pemungutan suara .

(3) Dalam hal musyawaral/mufakat tidak tercapai, Camat atau pejabat lain yang ditunjuk
menghadiri penetapan tersebut, berkewajiban untuk memberi pengarahan.
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Pasal 8 , _ {
|
I

(1) Peraturan Desa ditandatangani oieli Kepala Desa. ;
|

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak nmnexlnl{an pengesahian dari
) ! ,
Bupati. i

BAB IV ‘

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ‘

[

Pasal 9 ‘ |

; !

(1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapal (hlal\:.dnakan :.eleldh mendapm

persetujuan dari BPD. : . -

(2) Peraturan Desa yang harus mendapat persetyjuan dari BPD .seb(.gqnmum (llnmksud dalam
ayat (1) adalah Peraturan Desa yang : kT
a  Menetapkan peraturan-per:duran yang bersifat inengatur ’
b. Menetapkan segala sesuaty yang menyanghkut kepentingay masy‘zxi‘akd Desa dengan
memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat istiadal, |
c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi kenangan Desa.

(3) Untuk mendapat persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud dalant ayal (1) selambat-
lambatnya 30 hari setelah selesainva musyawarah, harus sudah dapat diterima oleh BPD.

Pasal 10

(1) BPD yang telul menerimia Peraturun Desa sebagaimena dimaksud pada pasal 9 ayat (3)
selambat-lambatnya 30 hari sudah dapat memberikan persetujuan atau penolakan.

[

|
(2) Apabila dalain waktu sebagaimana dalam ayat (1) BPD belum munlnenl\(m persetujuan,

maka Peraturan Desa dimaksud dinyatakan bertaku,
Pazal 11

(1) Peraturan Desa yang telash mendapat persetujuan dari 8PD, selambat-lambutnya 14 (empat
belas) hart terhitung mulal tanggal persetujuan harus sudah dilaporkan kepada Bupati
‘dengan tembusan kepada Camat ofeh Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa yang ditolak olelt BPD, selambat-lambatuya 14 (empal belas) hari terhitung
mulai tanggal penolakan, harus sudah dilaperkan kepada Bupati denigan tembusan kepada
Camat oleh Kepala Desa disertai dengan penjelasan dan alasan penolakan.

(3) Pemerintalh Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Feputusun Kepala, Desa
yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang- undanganl yang

lebih tinggi tingkatannya. !

(4) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersanglutan dan BPD dengan

menyebutkan alasan-alasannya.
- L]

(5) Pemerintah Desa dalam hal tidak dapat mensrima keputusan Pemeritali Kabupaten tentang
pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam- ayat
(4) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintdh Propinsi.
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Pasal 12

leraturan Desa sebagaumana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) selumbul—lultnbalnyu 14 (empat
lelas) hari sejak (anggal diterima oleh  Bupati harus sudali mewmberikan tauggapan atas’
feraturan Desa dimaksud, dan jika dalam waldu yang difentukan tidak ada tanggupan, maka
Peraturan Desa tersebut dapat diberlaknkan di desa.

Pasal 13

(1) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa waib  menetapkan  Petunjuk
Pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa. :

{2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksudlam ayat (1) (h(*ha dilaporkan  kepada
Bupati dan tembusan kepada Canmial,

|
Pagal 14
1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksunuan Peraturan Desa kepada
BPD.

e

§(2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dnmdcwtl dalam
ayat (1) kepada Bupati dengan tetnbusan kepada Camal.

! BABR V
FIDUDUIAN PERATURAN DESA !

! TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN DAERAH DAN
| PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBII TINGGI TINGEATANNY A

Pagal 15

(1) Untuk pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan olel BPD dun inelaporkan
hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat,

{2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, apabila
ternyata setelah diluksanakan bertentangan dengan kepenlingan masyarakal dan peraturan
perundang-undangan yang berluku, dibatalkan oleh Bupati, atas usuli dwri BPD melalui
Camat setempat. | '

! |
A . , Lo
(3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa dﬁlwnmlmk:»m kepada
i Desa yang bersangkutan dis sertai alasan-alasannya. | '

BARB VI

KETENTUAN PENUTUP

[

Pasal 16 : ’
|

Dengan berlakunya Peraturan Daerab ini, inaka segala kelentuan- l\tlanlqdil dain yang mengalwr
mengenal Peraturan Desa, yang bertentangan dengan Peraturan I‘Au.l{\ ijii rhnyatdl\an tlddl\
bertaku lagi. -
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Poasil 17 ‘
! . .
t—ln&nl yang belum dinte dalam Peralucan Dueralt ini akan distne kendion dengan Surat

wtusan Bupali sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pagal 18
ialur:m Dacrud tui mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. ;

)jn geliap oraug dapal mengetahuinya, memerintahkan pe nbuudnngﬁ‘un l’uultu an Dueraliyi
tgan penempatannya dalam Lembaran Daerah ¥, abupaten Toba Samosir,

Ditetapkun i Bulige | _
pada tupgeal & Agnstus 2000
]Sl]l"\ H mls '\ ‘. \Mt)“ll(
N ( ";ip.."tllo
DRESANALA TAMPUOBOLON |

'iluulung,k:m Ji Bahige
r(la tanggal 9 Agusiug 2000
EERETARLS DAMTA L .LK\H N TORA SAMOSIR

|

|

IVBINA TIN O ;-'131" o og\
IL 010074688.- -

‘umm’w DARRAF  EABUPATEN TOBA SAMOSIR
MIOR 10 TAITON 2000 SERI D




LAMPIRAN © PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2000

|
TANCGGAL ; Il
__IENTANG PERATURAN DESA |

PERATURAN DESAL........... (1)
RECAMATAN. ... (2) KABUPATEN ... (3)

TENTANG

DENGAN RATHIMAT TUHAN YANG MATIA IS A

BREPATA DESA. (1)

Manimbang ... P R ()
RSO oniiaviiaiiianiiesvmssmmmenssssns (6) .
1
Dengan perselujuan

Badan Perwakiban Desd.....ooo (1)

MEMUTUSK AN

|
l
{\'lezneml)k'nn ! Perpluran Desiosiimseiin (1) |
Fleemnatan, e 0 (2) '
LT 2 R R (3)
TS i ()
s o e v e s e e e s (7)
Foovddig {7
el

Ditetapkan di

..................................

B00ERANGAN LAMPIRAN

N Desa.

o Naina Fecamalan,

£ W Eabupaten Toba Sonmoxir

- Nama Jeraturan esa,

> Al alasa/pertimbangan-pertimbangan pembuutan Peraturan Desa,

B Disar Hulkum Penetapan Peraturan Desa, - -

£ Matert Peraluran Desa (perumusannyva laros felas) singkat dan tidak berfentangan
Sdemgnketenngin pevatienn perundane-undangan vang lubili tineg linekatannya

& Tonda Langan Fepaly Desa,

B N bepakn Desn,

\]

o




